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Pembukaan Program Studi Psg
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. Peraturan Pemerintah Normor!

Penyelenggaraan Pendidikan
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5, Peraturan Menteri Riset, Teknolcgi, dan Pendidikan Tinggi

Nomor 15 Tahun 2015 fentang i}rganisasi dan Tata Kel_'ja
Kementerian Riset, Teknologi, dax Pendidikan Tinggi (Berita

Negara Republik Indonesia Tahu | 2015 Nomor 889);

5' 6. Peraturan Menterl Riset; Telmolmizgi, dan Pendidikan Tinggi

Nomor 44 Tahun 2015 téntang Standar Nasgional Pendidikan
Tinggi (Berita Negara Republik In lonesia Tahun 2015 Nomor
1952); ; i

; 7. Peraturan Menteri Riset, Teknolq;gi, dan Pendidikan Tinggi

Nomor 100 Tahun 2016 tentapg Pendirian, Perubahan,
Pemnbubaran Perguruan Tinggll Negeri, dan Pendirian,
Perubahan, Pencabutan Izin §f erguruan Tinggi Swasta
(Berita Negara Republik Indorksia Tahun 2016 Nomor
2009); L: ; '

8. Keputusan Menteri Risét, Tekno ngi, dan Pendidikan Tinggi

Kepada Sekretaris Jenderal Kex enterian. Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggl untuk dap atas naina Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan |l Tinggi : menandatangani
Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan,
Penyelenggaraan Program Stu(fi pada Perguruan Tinggl
Swasta, dan Penyelenggaraan Progrdam Studi pada
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KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKINOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGG! TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI
PARAMEDIK VETERINER PROGRAM DIPLOMA TIGA PADA
POLITEKNIK ~PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH DI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. |

Memberikan izin pembukaan P;Fogram Studi Paramedik
Veteriner Program Diploma Tiga |jpada Politeknik Pertanian
Negeri Payakumbuh di Kabupaten fima Puluh Kota.

Program Studi sebagaimafxa dimalk gud dalanf'l Diktum KESATU
dinyatakan memenuhi persyaratan ![minimunfl akreditasi.

Politeknik Pertanian Negeri Payalgimbuh di Kabupaten Lima

Pululi Kota sebagaimana dimaksid dalam Diktum KESATU

wajib:

a. mengajukan akreditasi wlangi terhadap Program Studi
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-tndangan;

5. memenuhi standar nasionall pendidikan tinggl sesuai
dengan ketentuan peraturan pej undang-undangan; dan

c. melaporkan hasil penyelerggaraan ~ Program  Studi
sebagaimana dimaksad dalam Diktum KESATU paling
lambat 1 (satu) bulan setelah alchir setiap semester kepada
Menteri. : 5 :
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lrl pada tanggal ditetapkan.

iarta

Ditetapkén di Jalk _
Juli 2017

pada tanggal 26

{ET, TEKNOLOGI, DAN
Gl REPUBLIK INDONESIA
(DERAL, -

an. MENTERI R
PENDIDIKAN TIN
SEKRETARIS JET

TTD.

AINUN NATM

NIP 106012041986011001

;‘“Sﬂé:lmraﬁ}é?suaxdengan aslinya
I‘;/,’.J’1»f2‘-’*f§eﬁ’a"l“éi‘ S z-‘i\ukum dan Organisasi :
# i Kemen’cerﬁx\ﬁaﬁ\ﬁﬁset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggl,

;

LA
s
Wi
el
3
oy

L s
=

E’-‘-":’.. =
AL W e

e
8 )

W, . '
‘t\g\‘%‘.hﬁﬁm Nurdi

o, e izah
M’Eﬂl@"lm 912011085032001

&y




